BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap
pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, bukan
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah pada Pasal 14 Ayat (3) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berkaitan
dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat. Kendala tersebut dihadapi pemerintah daerah terahdap peratambangan
minyak ilegal di Kabupaten Mui Banyuasin, sechingga pemerintah daerah
tidak bisa melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal
drilling yang dilakukan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertambangan minyak
ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertama, faktor luas wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor kesadaran
hukum masyarakat. Keempat, faktor kurangnya personil. Kelima, faktor
aparat penegak hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut pertambang
minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin sulit di berantas, bahkan terus
bertambah setiap tahunnya.

Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan minyak ilegal di
Kabupaten Musi Banyuasin, terbagi 2 (dua) yaitu dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pertambangan minyak ilegal ini bagi masyarakat
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pertama, perekonomian masyarakat meningkat dan mensejahterakan
masyakarat. Kedua, tingkat pengangguran masyarakat disekitar
pertambangan minyak ilegal menjadi berkurang. Dampak negatif dari
pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin, yaitu: Pertama,
pencemaran lingkungan baik tumbuhan dan sungai. Kedua, kecelakaan
seperti kebakaran dan korban jiwa, serta kerugian bagi masyarakat apabila

sumur minyak tidak menghasilkan minyak mentah.

B. Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan lebih cepat
berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kewenangan pemerintah
daerah, guna menanggulangi dan memberantas pertambangan minyak
ilegal.

2. Memberikan kewenangan khusus kepada daerah yang memiliki sumber
daya alam Mineral dan Batubara untuk melakukan pengelolaan dan
pengawasa

3. Pendelegasian sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah
(menyangkut sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi) terkait sumur
tua/sumur masyarakat.

4. Melibatkan masyarakat kelompok penambang minyak ilegal kedalam
KUD untuk pengelolaan sumur tua.

5. Pemdelagasian kewenangan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah terhadap aktivitas pengelolaan sumur tua/sumur masyarakat yang
diusahakan oleh KUD/BUMD.

6. Pembentukan satgas terpadu yang dikoordinir oleh Kementrian ESDM
dalam rangka memutus rantai distribusi minyak hasil dari kegiatan

pertambangan minyak ilegal (illegal drilling ) dan ilegal refinery.
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